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KNPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN'TU

KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 16 / KEI'/DPMPTSP/2021

TENTANG
IDENTITIKASI POTENSI JENIS-JIINIS BENTURAN KEPENTINGAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

KtrPALA DINAS PENANAMAN 1VIODAL I}AN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang a, bahwa dalam rangka menegakkan integritas dan memberikan pemahaman kepada

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ferpadu Satu Pintu Kota
Yogyakarta dalam memahami, rnencegah dan rnengatasi terjadinya benturan

kepentingan demi terwujLrdnya'l'atakelola Pemerinte&an yang Adil, Transparatr

dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, maka diperlukan identifikasi jenis-jenis

benturan kcpentingan;

b" bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan
jenis-jenis benturan kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepaia
Dinas Penanaman Modal dan I'elayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan hebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undirng-Undang Nomor 3i Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Unclang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentattg
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-I"Indang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 'I'ahun 201/t tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana teleh dir:bah dt:ngiin Undang-[Jnc!ang Nomor 2 Tehun ?"0] 5 tentang
Penetapan peratlrriln pemerintal"r Pengganti Undang-Undang Nomor 2 'lahun

2014 tentang Perubahan atas tjndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan l)aerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

7, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 l'ahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah bsbas Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pernerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 T'ahun 2Al1 tentang
Penyelenggaraan Pelayanar"r Publik;

Mengingat


